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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

  Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana 

diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa sanksi yang 

diberikan oleh DK PBB terhadap Korea Utara tidak efektif dikarenakan 

penegakan sanksi yang kurang tegas akan pemusnahan senjata nuklir milik 

Korea Utara. Terlihat dalam resolusi yang diberikan DK PBB didalam 

resolusi tersebut tertulis untuk memusnahkan senjata nuklir milik Korea 

Utara tetapi dalam pelaksanaannya belum terpenuhi dan itu dapat dilihat dari 

pelanggaran uji coba senjata nuklir yang berulang kali dilakukan walaupun 

resolusi sudah diberikan dan sanksi sudah dipertegas. Pelanggaran yang 

dilakukan tidak hanya dari pihak Korea Utara tetapi juga dari pihak luar yang 

diam-diam membantu Korea Utara, maka dari itu diperlukan adanya badan 

pengawasan dan penegakan khusus untuk Korea Utara.  Penerapan sanksi 

militer yang tercantum dalam pasal 42 tidak bisa begitu saja ditegakan 

dikarenakan uji coba senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara masih di 

dalam wilayahnya dan tidak menganggu kedaulatan negara lain, jika uji coba 

senjata nuklir tetap dilakukan dan bahkan sampai melewati batas yuridiksi 

suatu negara maka mungkin pasal 42 tersebut dapat diterapkan dengan 

pengambilan keputusan yang hati-hati karena DK PBB sendiri adalah penjaga 

perdamaian dan keamanan dunia yang tidak menginginkan adanya 

peperangan.   
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka saran penulis adalah:  

1. DK PBB perlu meningkatkan bentuk sanksi yang lebih tegas.  

2. DK PBB perlu membuat mekanisme penegakan terhadap pelanggaran 

resolusi DK PBB yang menyangkut sanksi terhadap Korea Utara.  

3. DK PBB dapat menerapkan sanksi militer apabila DK PBB telah 

menyimpulkan bahwa situasinya telah membahayakan perdamaian dan 

keamann internasional.  
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